
PROSIDING
Kamis, 27 S*ptember 201I

Mewuiudkan Masvarakat
Madani dan Lestari

Dis eminasi Hasil-Hasil Penelitian

SIMINAR NASIONAL $*ri B

e-l$BN : SZB-SS?-450-32 1 -5
ISBN : S78-S02-450-320-8

ffi l[[ffixkr*u*u,**o*0,

#
\{



Prosiding

Seminar Nasional Seri I
MEWUJUT}KAI{ MASYARAKAT
MADANI DAT{ LESTARI

Yogyakarta, 27 September 2018

Editor: Dr. Noor Fitri, S.Si., M.Si.
Dr. Unggul Priyadi, M.Si.
E errs Biiilaus, S.$i,, M.Sc.

Universitas Islam Indonesia

<



a-ISBN : 97 8-602-4 5 0-3 2 I - 5
p-ISBN: 97 8-602-4 5 0-3 2 0-8

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL SERI S

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Universitas Islam Indonesia
dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia dengan 7 temasebagai berikut:

l. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami
2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Kejahatan Kemanusiaan berbasis Keadilan
3. Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Berbasis Wirausaha dan Etika Berdaya

Saing Global
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7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningiatan Kesehatan
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri 8 Mewujudkan
Masyarakat Madani dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan I (satu) kali setiap
tahun oleh Universitas Islam Indonesia dalam rangka diseminasi hasil peneliiian yang ,"ruui
dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-Z0iO Universitas Islam
Indonesia. Diharapkan pada tahun 2018 melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud
berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakui y*g -uAa1i dan lestari di
Indonesia.

Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang
kogneratif banyak pihak. Oleh sebab itu Universitas Islam Indonelsia mengucapkan banyaf
terimakasih kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal aI* fr*rmigrasi
Republik Indonesia, Direktur Utama PT Bank Mandiri Syariah, nektor Universitas Islam
Indonesia, dan segenap instansi terkait lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam
acara seminar nasional ini.

Jumlah makalah yang masuk ke redaksi adalah 63 makalah. Setelah melalui
proses review dan editing maka makalah yang lolos untuk d.iterbitkan dalam prosiding ini
berl'umlah 55 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, doson,
mahasiswa pascasarjan a, dan instansi pemerintah

, Harapan kami selanjutnya semoga Frosiding Seminar Nasional Seri g
Mewujudkan Masyarakat Madani dan testari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan
kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas kerjasarna sem!.H pihak kami uiapkan ilanyak
terimakasih.

Panitia
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frTeS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
M KORUPSI DI INDONESIA

ffi Evi oktarina
ffi ffidah Tinggi llmu Hularm Sumpah Pemuda Palembang

ffi 
*"***Kaitcom

rc b Undang tlndang Nomor 20 Tahun 2001 tenrang Pemberantassn Tindak Pidana

ru;" bnging *oipun tidak langsung cliharapkan dapat menekan kebocoran dan

W.Y';!,f,#::"#,'::-!;r:';;:;:;#f :;:;::rr:;:;::';r"';L#r:kitr
D katan sebagaimano mestinya. Namun ironisnya semakin gencar upa-va

I:r.- korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka keiahatan korupsi di

En fiaoil penelitian ini untuk mengetahui keefektifan sanlcsi pidana yang diberikan

E+*tnu tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

W1*';;i"#rx"J:;:i:tr;#,::ffi :y#:;trh:;'tr'W:;Y;:;;
frf.-g kondisi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari

ry-ru,r. Dapat dikatakan belum menjerakan dan belum beryihak terhadap semangat

fr-- korupsi yang berupal,a menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu

I rlri yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.

E-t 
wuat rruana, Tmaaic r fiana tturuprt

ffi AB'TRACT

re *aigmce of Law Number'20 year 2001 concenting the Eradication of Oiminal Acts

&ir&ectlyorindirectlyexpectedtosuppreSSleakageanddeviationtostatefinanceand

@g;:;'::l:1fr,:""'!,,:::;::y"r#:l:;-::,"':"r {:':;';;;:;i"17:l;i;'i'L::,
ft* nare intense eforts to eradicate cdrruption that did not cause the decline in the

Gm;:,#,:;,:ili:;":#y;:,xx?'":{,:!:;,ix':{",!"?::{':;:l:,:{:"!:::7,
.='*;ro?#:;';::*il;"ffi:',1?r"f ';,'l::,::r#';:r,f i::,{:::#f,":,1#!!;

EY,x'"il";:!::i#:::;",:;';?,"';::",?;::!;:,.;;i";i::f#,",f :i,:,;:;

E*:::::::::::,^"::.*'wi'|h 

'lheweigh'l 
heavv 

'lhe 
sanc'|i'n is mitdtv

" -L-{li
i,,m,""i1ir' ;- manusia dalam kehidupan masyarakat tidaklah selama lamanya berjalan

urxrrrlr '.'ang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah masalah dan

-,'r. konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum

;r:< menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Manusia adalah

riililr{il:-;i. :sikosmatik dan makhluk sosial, ini berarti kita harus mernaharni manusia

1,ang sebenarnya secara dimensional. (Gosita, 2A07)

il,r
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Uukum merupakan keseluruhan perahlran hidup yang bersifat memaksa untuk

- : ::ungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan

. : -:ang yang nyata nyata berbuat melawan hukum, rnelainkan perbuatan yang mungkin

: :eqadi, dan kepala alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum

:;:Jli instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya. (Trianto dan

- 
-,_... 2007)

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara adalah masalah tindak

'' ':"ro korupsi. Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan unfuk

kepentingan sendiri dan sebagainya

2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok

dan sebagainya

3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. (Kementerian Pendidikan dan

kebudayaan Republik Indonesia, 2011)

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal2 ayat (1) Undang Undang

, -nor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tirrdak pidana korupsi, yaitu:

"Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum

-:lalarkan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan

i:gara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

:=rjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau der{ba

:."hng sedikti' Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak

;.:. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)."

Adanya Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

-.:rupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan

:,:nyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan

.emaksimal mungkin penfmpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan

: embangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak

:enyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indoneisa. Sebagai gambaran dapat

Jiperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel L Daftar Jumlah Kasus dan Tersangka Korupsi Tahun 2015 s.d 2017

No Tahun Jumlah Kasus Jumlah Tersangka

1 20t5 550 1.124 orang

2 2At6 482 1.101 orang

69
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{ilurmriir::: :abel di atas jelas hingga tiga tahun terakhir jumlah kasus dan tersangka

',r'iru'r : n*--tsia naik secara signifikan, hal ini tenfu sangat memprihatinkan dan patut

,ryl,lllirilulriiurri&rrffiir :tktivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Tabel di atas

,iiri,,.uriuri tLliii::rfi(:i.i: :ahrva hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak sebanding dengan

riri,,r llrur,jiitrttrlffi{-:t dari hasil korupsi, sehingga tidak muncul rasa takut unfuk melakukan

.litiLlltt tilltLllllillfir ff;".1

J;uu,m: ::a.\tik penegakan hukum tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus

.,i,nil'i,iilrlruu ;uls:rr :anyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana

i, r lnllnmrtrL:t nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si

-ri.rililriii,, ,rlElfli;trn-- unfuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada

nmmlrilrilrru rm,ri?Dan sanksi pidana yang demikian itu juga kurangltidak mencerminkan nilai

lmrnrilrnrui,I"lr r::,iilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan hukum (Kamus

;;p !"u-:ria lndonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1997).

J =eeakan memang tidak hanya dipengaruhi oleh adanya peraturan Perundang-

:rnE )'ang mumpuni tetapi diperlukan pula komitmen para penegak hukum, peran serta

, ;,r ,il-ii-:L sarana dan fasilitas yang memadai, bahkan yang tidak kalah pentingnya kultuSdi
'iu,r- ri:..rial turut menyumbang keberhasilan ataupun ketidakberhasilan upaya menegakkan

iLrrr rr :nRlk memberantas sekelas korupsi. Bukan lagi menjadi rahasia umum setiap

l*;r::tc: kasus korupsi yang kita liihat di media elektronik tidak memperlihatkan rasa malu

rrr,-r.l: :aereka adalah penyelenggara Negara yang seharusnya menjadi panutan bagi
'ii,ri,' rr?r3t. Semakin meningkatnya korupsi korupsi memaksa kita melihat dan mengkaji

l::;1-* :agaimana seharusnya pemberian sanksi pidana kepada seorang terdakwa korupsi.

Seperti kita ketahui Peraturan Perundang-Undangan korupsi sebagai tindak pidana

:: ,;;s -emiliki hal yang berbeda dari aturan pidana umum. Secara substansial dikenal sanksi

u:; :ssifat kumulatif, adanya aturan pidana minimal khusus, adapula Pasal yang memberi

i ri :€ngembalian kerugian Negara. Semua hal ini sebagai bentuk kebijakan legislatif

,:r:fr:ntaS korupsi. Namun regulasi di atas akan kehilangan makna apabila dalam

',i: ;r"cannya tidak seperti yang diharapkan yaitu memberi efek jera bagi pelalmnya sehingga

-;-i: :emidanaan dapat tercapai.
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&rangan kejahatan (kebijakan kriminal) dengan sarana penal

*rl:::J, :: rnva sistsem peradilan pidana, yaifu salah satu usaha masyarakat unfuk

::::ln)'a kejahatan agar berada pada batas-batas toleransi yang dapat

Tffr yane terlibat dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian,

r;lfl- dan Lernbaga Pemasyarakatan.

inuftrrr--.;i,-" Hakim menjadi sentral dari proses peradilan pidana, karena putusan

lrllNrim;i&r -:.::cak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Hakim harus menyadari

,gl,m1rm r::ien yang dibuahya memiliki dampak yang luas, tidak saja bagi terdakwa,

1mn,* r:.i--;:'sanya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan (Zulfa dan Adji, 2011).

rllfl"s -e:1i1iki kemandirian dan melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan dan kaum

mmrmnrnmrurru 
;imrtr1a (elite ekonomi dan politik) sehingga putusan yang dihasilkan akan

mflflfi1nilrflrmumffi:s': rasa keadilan. Berangkat dari penelitian terhadap putusan - putusan hakim

Wil1111ml lilxnmus{r.m'r kon:psi akan membantu kita untuk memikirkan apakah sanksi-sanksi tersebut

,trnfiltllilffiilr ,rfiriur$rilrffir aem-ean tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi

ruxuulllr lililflmrh mral kepada koruptor.

i.drriisffikan uraian dalam pendahuluan di atas yang rnenjadi pennasalahan dalam

1,,611il11111illlfi'xmrr m adalah Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Fidana Korupsi di

imil il l|l ]l llllf tnrilHhl;m-

lllfldfiiq';lilDE PENELITIAN r
:n^lr.as dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka

u1lnmrlii*,ns :enggunakan metode Penelitian dalam Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian

111116ilm :ormatif adalah penelitian hukum dolctriner juga disebut sebagai penelitian

r11nrfl!ffirraan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini

ti,lrurunffi ataupun ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum

illrilru* i -: {surahnan dan Dillah, 2012).

Si:mber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

,1ur{ ::eroleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang

,lnmn ,i,{ri :

u Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik

lndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Ifnan
ffiti merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan

% E di hidano ekonomi. hukum- sosial budava mauDun politik. Fakta adanya

ffidh"tmt.n bahwa hampir setiap Negara diharapkan pada masalah korupsi

tEE-
k .",. O adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sangat luar

tUfL} dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia.

51 Ewakdn salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan

tlllFr smtu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem

fpi, ristem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat.

hfrk lcalah pentingnya korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam

Ufdm internasional. Sebagai kejahatan luar biasa, sehingga dibutuhkan pg*unu**

hh+en yang sama dari semua pihak untuk mengatasinya. Tidak hanya pemerintah

ff Tffiat penegak hukumnya, lembagaJembaga independent yang peduli masalah

H-;qi juga seluruh masyarakat Indonesia. Realita yang terjadi di Indonesia saat ini

Fryiukkan belum adanya kesamaan sikap dalam menangani kasus korupsi.

E*rifitas sanksi dalam perkara pidana korupsi dapat kita lihat dalam tabel di bawah

@

REKAP PUTUSAN PERKARA SEMESTER II TAHT]N 2OI5-20L7

,li,rI IB Bebas/Lepas
Ringan

(<1-4 tahun)

Sedang

(>4-10 tahun)

Berat

(>10 tahun)

Tak

Teridentifikasi

38 163 24 J 2

46 275 37 7 18

22 262 4l J 20

rLmiah 106 700 102 13 40
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"r

:r :; :.:-: 
-1 tahun di atas jelas bahwa putusan hakim kepada terdakwa perkara

, r."*'.r-,.". "da pada kategori ringan, yakni ada 700 kasus. Kondisi ini justru sangat

,,, "' ,r-rr : Jengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan, dapat dikatakan belum

"-i,L ;: :- :elum beryihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya

r,llLiir *r: i.::-rf,tor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan

,L,riiil .,. : rL*- !3SU&i dengan kerugian Negara.

,:;-:;:,:- ::rsebut masih masuk kategori ringan (< 1 - 4 tahun), tidak akan menjerakan

,i -,{r:--l-rr maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan

i:' , ': -1ia mendatang. Memang masalah penghukuman adalah wewenang Hakim,

'| ,-:,r- " Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

" "r'*,."rr- "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk

' 'r ::i::-:ran peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

;-,::.-.":dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya

i " - 
-,1-::'l Republik Indonesia".

;'- <arena itu dalam menentukan hukuman seorang hakim harus merriliki perasaan

':,j- :alam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objeklif sesuai dengan

;,,'r ,, ::.jilan masyarakat. Karena itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (l) RUU KTIHF Draft

nimrqn:i-asikan tujuan pemidanaan, bertujuan untuk :

dcrcegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

fmsayoman masyarakat;

*{=lasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang

:::s baik dan berguna;

',.{:n}'elesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

"-'seimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

- ,-{:mbebaskan rasa bersalah pada terpidana.

>:-ain vonis berupa pidana penjara dalam rangka menciptakan efek jera bagi para

;,irr: r:rddk pidana korupsi, pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan pidana denda

";;r:r -' .ikukan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ditentukan pengenaan denda paling

::,u: :lalah 200 juta dan maksimal 1 Milyar dan juga Pasal 3 Undang Undang Tipikor

r-sr;*\an pengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar.

Selain itu menurut ICW, hukuman pidana serta denda dalam RKUHP lebih rendah

,r'irr:rgkan dalam Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

*
norma hukum demi
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., rrirxir ,' ' -: " '. .;, i,snal seri I
' , ririililiriiririiri.*-'' :;.-'..:.-J;;ot Madani dan Lestari" Yogtakarta, 27 September 2018
,-'*,lli,,iuiiilllit' ; - --:-:-,;. PgnelitiAn

"ir:*:r .r:-: '---rr-rr 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

,iri: i -,.-J:: - :-.;.-rr) (Irawan,20i8).

uri"' '* - .1:pat ditarik kesimpulan bahwa hakim cendenrng memberikan denda

;ftr :,iiiii''"rfl :il -:-_: rendah. Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di dalam

',,,, ,l -uir:-- l-,l-t1 3i212[ nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Adanya sanksi minimal

r;,iuuriL :l:,;-:itrrdr- ,:apat memberikan kemanfaatan bahwa pelaku jera karena sanksinya

r't 'ltr;;i n- :.ngan adanya sanksi maksimal khusus diharapkan dapat memberikan rasa

r.riilriiilri r,iliilt, '' r'r :j: -.am hal ini harus mampu menjalankan perannya sebaik mungkin terutama

,,li,iiiLll nrrum:rr-],:: r'onis yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi mengingat korupsi

.,riir;"rr ,lfllulildr .:ar biasa, tujuan pemidanaan agar orang menjadi takut melakukan korupsi

,rir ,il{ffi *r'"j:r.r- raanakala vonis yang dijafuhkan cenderung tidak memberikan efek jera.

,,, I illlillll ltllrlfrPr- l-U\
" *:;r;i* -e-klm kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan,

,,nr *r 'i::-r sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu

r',rr*i,iuullliiLur!.i:. l':.:at dikatakan belum menjerakan ,ian belurn berpihak terha-dap sernangat

"'nur*'*lr*trr: o,lrupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain

*ynlr'rrr-i.r -".r<si yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.
rt

,rt ,,,,irr -FFI-\IA KASTII
i"r:i*-*r :rengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah

iir;r ::r: :i":kum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi IImu

, riiurr ;::r,r: Pemuda Palembang, Ketua dan Staff LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

,u:rrlrrrLrLri I n:':a Palembang dan rekan-rekolah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

'1ll:llltlul{l+
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